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 NAMA SOP KEBERATAN 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

2. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 

3. PP No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 

2008. Berpenampilan rapi 

1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundangundangan di 
bidang pelayanan publik dan pekayanan informasi publik. 

2. Menguasai tata kelola pemerintahan yang baik. 

3. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan dan tulisan. 

4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien. 

5. Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim. 

6. Mampu mengoperasikan peralatan komputer dengan baik. 

7. , santun dan berjiwa melayani. 

KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN : 

SOP Penyediaan Informasi yang belum tersedia dalam daftar informasi publik SOP 
Pengujian Konsekuensi 

1. Komputer 

2. Printer 

3. Alat Tulis Kantor (ATK) 

4. Buku Catatan 

5. Jaringan Internet 

6. Lemari rak dokumentasi/buku/hardware 
7. Ordner / File Organizer 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDAFTARAN : 

1. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan  dengan  baik,  maka  kegiatan 
pelayanan informasi publik akan terganggu dan berpotensi 
menimbulkan masalah hukum bila pelayanan menjadi terhambat. 

2. Jangka waktu pemberitahuan PPID Pelaksana/pemilik data kepada 
pemohon terhitung 10 (sepuluh) hari kerja sejak persyaratan lengkap 
dan dicatatkan, serta dapat di perpanjang selama 7 hari kerja. 

3. Keterlambatan  melaksanakan   sesuai   prosedur   dapat   
mengakibatkan 
sengketa informasi berupa keberatan dari pemohon yang  ditujukan 
kepada PPID utama. 

 
Disimpan sebagai dokumen 
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